PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
-J1. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 # (0274 ) 391191

Alamat

A DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/168/KPTS/2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS TUNAS BANGSA

NGAGLIK, DESA NGEPOSARI, KECAMATAN SEMANU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca . Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis TUNAS BANGSA, Ngaglik,
Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu Nomor 001/8PS-TB/1/2015 tanggal 22 Januari

2015 perihal Permohonan Pembaharuan 1zin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Satuan Paud Sejenis TUNAS BANGSA, Ngaglik, Desa Ngeposari,
Kecamatan Semanu telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/168/KPTS/2015 tanggal 2

Maret 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan
administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan
PAUD, Satuan Paud Sejenis TUNAS BANGSA, Ngaglik, Desa Ngeposari,
Kecamatan Semanu, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi

syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan
Paud Sejenis TUNAS BANGSA, Ngaglik, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu;

. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2.  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun
2013; |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
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